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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  25  TAHUN 2021 

TENTANG 

PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI  SELATAN, 
 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022, dalam hal nomenklatur program, kegiatan, dan sub 
kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dan Rencana Strategis Perangkat  Daerah belum sesuai dengan 
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang mengatur 

mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan 
pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah 
melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan 

sub kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan  Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal 

Tahun 2020-2024 tanggal 16 Juni 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023; 

Mengingat: 1. Undang-Undang   Nomor   27   Tahun 1959  tentang Penetapan  

Undang-Undang Darurat  Nomor 3 Tahun  1953  tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan  (Lembaran 

Negara Republik    Indonesia   Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik    Indonesia   

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4286); 

 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 6516  ); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 6041); 

 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6056); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Jangka Menengan Daerah dan Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 

Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 462); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 970); 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
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590); 

 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

496); 

 25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corana 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri 

Dalam Negeri; 

 26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ 

dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK 07/2020 tentang 
Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penangan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), serta Serta Pengamanan Daya Beli 

Masyarakat dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama 

Mendagri 119 dan Menkeu 177); 

 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasififikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 

Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Nomor 16); 

 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 

 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 

Nomor 3); 

 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan Tahun 2021 Nomor 29); 

 32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005–2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
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Sungai Selatan Nomor 14); 

 

 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 3); 

 34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 3); 

 35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

SELATAN TAHUN 20218-2023. 

 

BAB1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 

Selatan. 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan 
kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 

5. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses 
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang 

selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 

sampai dengan tahun 2025. 
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8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2025. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang 
selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan 
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang 

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan 
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak tahun 

2019 sampai dengan tahun 2023. 

12. Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1  (satu) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,    

berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

16. Strategi   adalah    langkah    berisikan    program-program   sebagai prioritas 

pembangunan   Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

17. Arah  Kebijakan  adalah   rumusan  kerangka  pikir   atau kerangka  kerja 

untuk   menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi   isu 
strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 

penjabaran strategi. 

18. Indikator Makro adalah indikator umum yang merupakan indikator gabungan 

dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. 

19. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah yang selanjutnya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan 
pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai 

acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan 

daerah. 

20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 
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21. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

22. Program Prioritas adalah program yang menjadi fokus daerah dalam pencapaian 

visi misi RPJMD. 

23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian 

kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran   dan  tujuan  dalam   bentuk   

keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). 

 
 

BAB II 

PENYESUAIAN RPJMD 
 

Pasal 2 

(1) Penyesuaian RPJMD bertujuan  untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan 

penyelarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap RPJM 

Nasional. 

(2) Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan melalui: 

a. penyelarasan Indikator Makro; 

b. penyelarasan target Indikator Makro; dan 

c. penyelarasan Program Prioritas. 

(3) Penyesuaian RPJMD memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan 

keuangan Daerah. 

(4) Penyesuaian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:  

a. pedoman bagi PD dalam menyusun penyesuaian Renstra PD; 

b. pedoman bagi Daerah dalam menyusun rancangan RKPD; 

c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2023; dan  

d. acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 
Daerah. 

 

Pasal 3 

Penyesuaian RPJMD yang disusun dalam bentuk kertas kerja sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 

(1) Untuk melaksanakan penyusunan penyesuaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah membentuk tim penyusun penyesuaian 

RPJMD dan Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unit kerja terkait di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

 

 

 Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 27 Juli 2021  

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd 
 

ACHMAD FIKRY 

          
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 27 Juli 2021  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd 
 

MUHAMMAD NOOR 

   

 

 
 

 BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2021 NOMOR 26 

 

 


